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Ada
Kerugian Negara

Jaksa Minta
Hakim
Lanjutkan
Sidang Kasus
Korupsi Kades
Dadahup

PALANGKARAYA-Jaksa
Penuntut Umum (JPU) dari
Kejaksaan Negeri Kapuas
Cabang Palingkau meminta
kepada majelis hakim Peng-
adilan Negeri Tipikor Palang-
ka Raya untuk melanjutkan
persidangan kasus pidana
korupsi yang dilakukan oleh
Terdakwa Gunawan Sam-
si, Kepala Desa Dadahup
ke tahap persidangan pe-
meriksaan pokok perkara.
Hal tersebut disampaikan

JPU Maina Mustika Sari saat
membacakan tanggapan
pihak JPU atas nota eksepsi
penasihat hukum terdakwa.

“Meminta kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Pa-
langka Raya untuk melan-
jutkan persidangan ke pe-
meriksaan pokok perkara,”
kata Maina ketika membaca
kesimpulan tanggapan jaksa
dalam sisang yang digelar di
Gedung Pengadilan Tipikor
Palangka Raya, Kamis (3/2).

Dalam uraiannya, JPU
menyatakan, Pengadilan
Tipikor Palangka Raya me-
miliki kewenangan untuk
mengadili perkara pidana
ini. Ini dikarenakan perbu-
atan yang dilakukan oleh
terdakwa Kades Dadahup
Gunawan samsi dianggap
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jaksa diduga telah melang- unsumya menyebabkan tim-  agama, alamat dan pekerjaan
gar unsur-unsur yang ter-  bulnya kerugian di masyara- terdakwa. Sehingga unsur
dapat pasal primer yakni kat. Selain itu, jaksa menolak  syarat formil terhadap surat
Pasal 12 huruf (e) Undang- dalil pihak penasihat hukum  dakwaan tersebut dikatakan
Undang Republik Indone-  yang menyebutkan bahwa telah lengkap. Oleh karena
sia Nomor 20 Tahun 2001 nota dakwaan tersebut tidak itu jaksa pun meminta agar
tentang perubahan atas disusun secaracermatdanje- majelis hakim menyatakan
Undang-Undang Republik las serta kabur karena adanya  menolak nota eksepsi yang
Indonesia Nomor 31 Tahun  kekeliruanpengetikantanggal. ~ diajukan pihak penasihat
1999 Tentang Pemberantas- Maina menyebutkan, hukum terdakwa tersebut.
an Tindak Pidana Korupsi.  berdasarkan putusan Mah- “Meminta agar persidang-

“Karena perbuatan ter- kamah Agung No. 1162 K/ anterhadap tetdakwa Guna-
dakwa telah menyebabkan Pid/1986 yang menyatakan. ~wan Samsi di lanjutkan ke
timbulnya kem%ng “Kekeliruan pengetikan tahap pembuktian sehingga
an negara,” kata adi yang tidak mengubah ma- dapat diperoleh kebenaran
hadapan Majelis Hakimyang ~ teri dalam surat dakwaan, formil dan materiil dalam
‘ Diketuai Irfanul Hakim. tidak membawa akibat hu- pehﬁpakﬁtainl, kata Jaksa

Ditambahkan oleh jaksa, di ~ kum,” u i Maina Mustika Sari
Indonesia perbuatan korupsi Selain itu, dalam surat  Rencananya sidangkasus
tidak hanya terbatas pada dakwaan tersebut, jaksa te- korupsi ini akan di lan-
unsur timbulnya kerugian lah mencantumkan secara jutkan pada Selasa (8/2)
keuangan negara atau pere- lengkap seluruh identitas dengan agenda pembacaan
konomian negara tetapi juga terdakwa seperti namaleng-  putusan sela dari majelis
mmyanghn pub\mn yang kap, tanggal lahir, umur haym. (shluni)




